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Restrukturisasi perbankan di Indonesia dalam berbagal bentuknya antaralain merjer dalam konsepsi
modern, sebenarnyatelah mula dipraktikkan sekitar tahun 1971. Sementara itu, perbuatan hukum merjer itu
sendiri, oleh kalangan perbankan dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, dan sebagai hasilnya diketahui begitu banyak bank khususnya bank
swasta nasional yang melakukan merjer.

Kecenderungan merjer, konsolidasi, dan akuisisi oleh kalangan perbankan kemudian mulai ditinggalkan
setelah Pemerintah memberlakukan kebijakan deregulasi di bidang keuangan dan moneter pada tahun 1988.
Kebijakan yang lebih dikenal dengan Pakto88, antara lain mempermudah persyaratan pendirian izin usaha
baru di bidang perbankan. Akibatnya, bank-bank baru berdiri dimana-mana dengan berbagai nama dan
ragam kepemilikannya. Sampai dengan tahun 1995-an, dilihat dari segi kuantitas, jumlah bank di Indonesia
dianggap telah berlebihan atau over banked. Oleh karenaitu, Pemerintah kemudian secara perlahan mulai
mengerem lgju petumbuhan jumlah bank. Langkah yang ditempuh oleh Pemerintah, antaralain menyetop
pemberian izin usaha bank baru, meningkatkan persyaratan permodalan, dan mendorong para pemilik bank
untuk melakukan merjer, konsolidasi, dan akuisisi sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing.
Timbulnya krisis moneter dan ekonomi yang melanda berbagal negara Asiatermasuk Indonesia telah
menjadikan lembaga perbankan yang dituduh sebagai salah satu unsur pemicu dari timbulnya krisis tersebut.
Oleh karena itu, Pemerintah kemudian telah menetapkan berbagai |angkah kebijakan, antara lain melakukan
program restrukturisasi dan reformasi di bidang perbankan.

Dari segi yuridis, hukum positif Indonesia yang mengatur tentang lembaga merjer, konsolidasi, dan akuisis
di bidang perbankan diatur dalam Undang-Undang Perbankan (UUP). Berlakunya Undang-Undang
Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) pada tahun 1995. kemudian telah
menjadikan pengaturan mengenal merjer, konsolidasi, dan akuisisi dalam perbendaharaan hukum di
Indonesia menjadi semakin lengkap namun menjadi beragam. Adanya berbagal keragaman dari peraturan
yang ada mengenai merjer, konsolidasi, dan akuisisi ini, setidaknya memerlukan pembahasan dan analisis
yang mendalam bagai mana sesungguhnya aspek hukum dan tata cara pelaksanaan merjer, konsolidasi, dan
akuisisi bank umum di Indonesia.
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